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PERATURAN

DIREKSI PT BARATA INDONESIA (Persero)

NOMOR : K 20 029

TENTANG

PENYEMPURNAAN PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

DIREKSI PT BARATA INDONESIA (Persero),

MENIMBANG : L

MENGINGAT

by —

tad

MENETAPKAN

Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia
(Persero) tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero)
terbaru / berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau
Jasa di lingkungan PT. Barata Indonesia (Persero), — dipandang perlu  untuk
menyempurnakan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sesuai
Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero) No. K 19 094a tanggal 19
February 2019.

. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Direksi

tentang Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
di lingkungan PT. Barata Indonesia (Persero).

 Administrasi Prosedur No. AP 2200 01, tanggal 31 Januari 2017 ;
Peraturan Menteri BUMN No. PER — 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum

Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

. Keputusan Menteri BUMN :

. Nomor : SK - 261/MBU/11/2017 tanggal 28 Nopember 2017 ;
- Nomor : SK - 28/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 ;

- Nomor : SK - 184/MBU/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019;

- Nomor : SK - 305/MBU/12/2018, tanggal 19 Desember 2018 ;

_ Surat Keputusan Direksi PT Barata Indonesia (Persero) :

- Nomor : K 19 398, tanggal 21 Agustus 2019
- Nomor : K 19 498 R1, tanggal 28 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menyempurnakan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di
lingkungan PT. Barata Indonesia (Persero) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini, vaitu sebagai berikut :

Lampiran 1  : Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Lampiran 2 : Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa
Lampiran 3  : Pakta Integritas

Lampiran4 : Kewenangan dan Penandatanganan Pengadaan

Barang dan/atau Jasa

Lampiran 5 : Dokumen Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Lampiran 6 : Dokumen Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa

Lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.
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KEDUA : Bahwa  Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau  Jasa tersebut pada amar
"PERTAMA” tidak berlaku untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang sumber
pembiavaannya berasal dari APBN/APBD.

KETIGA : Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direksi PT Barata Indonesia
(Persero) No. K 19 094a tanggal 19 February 2019 dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku lagi.

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku mulai tanggal 3 February 2020 dengan catatan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

REKSI
J

F. HARRY SAMPURNO
Direktur Utama

Gresik T? Januari 2020
1
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Lampiran 1

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia {Persero)
Nomer : K20 029

Tanggal : 27 Januari 2020

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT BARATA INDONESIA (Persero)

BAB |
KETENTUAN UMUM

PASAL 1
PENGERTIAN

Dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Barata Indonesia (Persero), yang dimaksud dengan :

1

10.

11,

12.

13

Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh PT Barata Indonesia (Persero) untuk
mendapatkan barang dan jasa dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan.

Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang
dan Jasa.

Pengguna Barang dan lasa adalah PT Barata Indonesia (Persero).

Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha termasuk BUMN, anak perusahaan BUMN, Perusahaan
terafiliasi BUMN, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang
perseorangan / subjek hukum, atau Instansi Pemerintah / Badan Layanan Umum yang kegiatan
usahanya menyediakan barang dan jasa.

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan.

Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya
lebih dari 50% dimiliki oleh PT Barata Indonesia (Persero) atau perusahaan patungan dengan jumlah
gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%.

Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah gabungan perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh
Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN.,

Investasi adalah semua bentuk produk dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan/atau
Jasa yang tidak bersifat operasional dan memiliki tujuan meningkatkan produksi dan/atau layanan untuk
memberikan nilai tambah di masa mendatang.

Pakta Integritas adalah surat penyataan yang ditandatangani oleh petugas pengadaan atau pejabat
pengadaan, dan Penyedia Barang dan Jasa, yang berisi ikrar untuk mencegah penyalahgunaan dan
penyimpangan, tercantum dalam Lampiran 3 Surat Peraturan ini.

Surat Permintaan Penawaran adalah surat kepada Rekanan yang dilengkapi dengan uraian jenis / jumlah
/ persyaratan spesifikasi teknis, syarat pembayaran, dan persyaratan lain yang secara langsung
dituliskan / dilampirkan pada Surat Permintaan Penawaran.

Bukti Penerimaan / Penyerahan Barang dan Jasa dapat berupa berita acara atau surat jalan yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Repeat Order, merupakan pembelian barang dan jasa berulang sepanjang harga yang ditawarkan
menguntungkan (harga tetap atau di bawah harga pasar), dengan tidak mengorbankan kualitas barang
dan jasa, dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Pengendalian Anggaran dilakukan oleh Unit Organisasi sesuai uraian tugas, wewenang dan tanggung
jawab dalam Struktur Organisasi perusahaan atau petugas yang ditunjuk.
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Lampiran 1

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero)
Nomor : K 20 029

Tanggal : 27 fanuari 2020

Beban Pokok Produksi (BPP) dan/atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau Rencana Kerja Biaya
Lapangan (RKBL) adalah pedoman batasan anggaran biaya, termasuk didalamnya bahan baku, barang
jadi dan jasa, yang ditetapkan oleh Direksi atau Pimpinan Lembaga Tertinggi pada Lembaga Terkait yang
digunakan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa atas keperluan produksi / proyek.

Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) adalah pedoman batasan anggaran biaya yang ditetapkan
oleh Direksi terkait yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa keperluan investasi berdasar
RKAP,

Purchase Order selanjutnya disebut PO adalah dokumen transaksi Pengadaan Barang dan Jasa yang
digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang sederhana dan tidak memerlukan tahapan proses
yang panjang yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Kontrak adalah dokumen transaksi Pengadaan Barang dan Jasa yang digunakan untuk Pengadaan Barang
dan Jasa yang kompleks dan memerlukan tahapan proses yang panjang yang berisi hak dan kewajiban
masing-masing pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Jaminan Penawaran adalah Jaminan tertulis berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum
Nasional / Perusahaan Asuransiyang bersifat tanpa syarat (unconditonal) yang diberikan Calon Penyedia
Barang dan Jasa kepada Pengguna Barang dan Jasa untuk menjamin komitmen Calon Penyedia Barang
dan Jasa dalam memenuhi proses Pengadaan Barang dan Jasa

Jaminan Uang Muka adalah jaminan tertulis berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum
Nasional (khusus untuk Penyedia Barang dan Jasa asing menggunakan Bank Asing yang Berafiliasi
dengan Bank Nasional) yang bersifat tanpa syarat dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah
pembayaran uang muka yang diberikan oleh Pengguna Barang dan Jasa kepada Rekanan dengan syarat-
syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan Jasa untuk menjamin pengembalian
uang muka yang diberikan oleh Pengguna Barang dan Jasa kepada Penyedia Barang dan Jasa.

Jaminan Pelaksanaan adalah Jaminan atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yvang nilainya
ditentukan oleh Pengguna Barang dan Jasa, yang diterbitkan oleh Bank Umum Nasional (khusus untuk
Penyedia Barang dan Jasa asing menggunakan Bank Asing yang Berafiliasi dengan Bank Nasional) berupa
Bank Garansi sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan Jasa lalu diserahkan oleh
Penyedia Barang dan lasa kepada Pengguna Barang dan Jasa untuk menjamin terpenuhinya seluruh
lingkup Pekerjaan.

Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan yang diberikan oleh Rekanan kepada Pengguna Barang dan Jasa
untuk menjamin terpenuhinya kewajiban-kewajiban Rekanan selama Masa Pemeliharaan. Jaminan
Pemeliharaan diterbitkan oleh Bank Umum Nasional / Perusahaan Asuransi sesuai syarat-syarat yang
ditetapkan oleh Pengguna Barang dan Jasa.

Bufferstock adalah batas minimal material yang harus ada dalam persediaan Pengguna Barang dan Jasa.

Daftar Rekanan (DR) adalah daftar yang berisikan nama dan profil Penyedia Barang dan Jasa yang
diterbitkan oleh Biro Manajemen Supply Chain dan dapat dibebankan pemenuhan pesanan /
pengadaan.

Asesmen Penyedia Barang dan Jasa adalah kegiatan registrasi, klasifikasi, dan kualifikasi Calon Penyedia
Barang dan Jasa untuk dapat tercantum kedalam Daftar Rekanan sebagai persyaratan dalam proses
kerja sama menjadi Penyedia Barang dan Jasa.

Evaluasi Kinerja Penyedia Barang dan Jasa adalah kegiatan menilai kinerja Penyedia Barang dan lasa
secara periodik yang tercantum dalam Daftar Rekanan, meliputi parameter kualitas material / barang
dan jasa yang disediakan, akses terhadap status informasi ketersediaan material / barang dan jasa,
keluhan pelanggan, serta aspek lainnya seperti harga, pelayanan, jangka waktu kedatangan dan
pembayaran, juga aspek lain terkait dengan adanya nilai lebih dari material / barang dan jasa tersebut.
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Lampiran 1

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persera)
Nomor : K 20 029

Tanggal : 27 Januari 2020

26. Pembinaan Penyedia Barang dan Jasa adalah suatu kegiatan / aktivitas yang dilakukan perusahaan
dalam rangka membentuk kerja sama dengan Penyedia Barang dan Jasa yang bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas proses pengadaan dan efisiensi hingga menciptakan suatu nilai tambah bagi
kedua belah pihak. Dalam proses pembinaan dan pengembangan Penyedia Barang dan Jasa, perusahaan
harus melihat bahwa Penyedia Barang dan Jasa adalah partner yang sejajar dan harus dikelola dengan
tepat dan maksimal.

27. Purchase Regquisition adalah dokumen daftar permintaan kebutuhan material / barang dan/atau
permintaan kebutuhan pekerjaan / jasa untuk keperluan produksi, fabrikasi, instalasi, perawatan,
maupun untuk kebutuhan non produksi yang dibuat oleh Lembaga Terkait dan ditujukan ke Biro
Manajemen Supply Chain

28. Blacklist adalah tindakan sanksi dengan menghentikan atau mengnonaktifkan penyedia barang dan jasa
dalam rentang waktu tertentu, sehingga penyedia barang dan jasa tidak dapat melakukan aktivitas
kontrak dengan PT Barata Indonesia (Persero)

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku untuk semua Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh PT Barata Indonesia
(Persero) yang pembiayaannya berasal dari Anggaran PT Barata Indonesia (Persero), termasuk yang
bersumber dari penyertaan modal negara, penugasan Pemerintah yang diganti dari dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pinjaman PT Barata
Indonesia (Persero) dari Pemerintah.

PASAL 3
TUJUAN

Tujuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa ini adalah

1. Menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

2. Mendukung penciptaan nilai tambah di Perusahaan.

3.  Meningkatkan efisiensi.

4. Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

3. Meningkatkan kemandirian, tanggung Jawab, dan profesionalisme.

6. Mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money dengan cara yang fleksibel dan inovatif
namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik.

7. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

8. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.

9. Meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN.

PASAL4
PRINSIP

1. Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

a. Efisien berarti Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang
optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal
mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang
dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of
ownership (TCO).
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Lampiran 1

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero)
Nomor : K20 029

Tanggal : 27 Januari 2020

b. Efektif berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuaj dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran vang ditetapkan.

¢. Kompetitif berarti Pengadaan Barang dan lasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang
memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan
Jasa yang setara dan memenuhi syarat / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
jelas dan transparan.

d. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk
syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia
Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat.

e. Adil dan wajar berarti memberi perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa
yang memenuhi syarat.

f. Terbuka berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang
memenuhi syarat.

g. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan
dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

2. PT Barata Indonesia (Persero) mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan
perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil dengan memperhatikan kualitas,
harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. PT Barata Indonesia (Persero) dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan
tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendorong
pertumbuhan industri dalam negeri.

4. PTBarata Indonesia (Persero) melakukan sinergiantar BUMN / Anak Perusahaan / Perusahaan Terafiliasi
BUMN  merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usahanya.

PASAL 5
KEBIJAKAN

1. Pengadaan harus didasarkan pada konsep Value for Money / VM (nilai beli yang sepadan), yaitu
kombinasi optimum dari 3 (tiga) pilar antara lain ekonomi, efisiensi, dan efektif, yang memenuhi
kebutuhan dari pengguna, dan tidak selalu merupakan opsi harga awal paling murah (lowest initial price
option), tetapi merupakan kembalian tertinggi (best return) dari tindakan yang mempertimbangkan
kriteria evaluasi yang sudah ditentukan.

2. konsep Value for Money dalam pelaksanaan pengadaan dapat dituangkan dengan mempertimbangkan
indikator sebagai berikut :
a. Tepat Customer Needs

Tepat Kualitas

Tepat Kuantitas

Tepat Waktu

Tepat Harga

® a0 o

3. Hal tersebut di atas merupakan elemen-elemen pokok dari Value for Money (VFM), selain itu adapun
tambahan elemen lainnya yaitu keadilan atau equity serta taat terhadap regulasi.

4. Melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif.

5. Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

PASAL G
ETIKA PENGADAAN

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan antara lain -
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Lampiran 1

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia {Persero)
Nomer: K 20 029

Tanggal : 27 Januari 2020

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran,
dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa.

Bekerja secara profesional, mandiri, dan menj aga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa.

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak
sehat.

Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan
tertulis pihak yang terkait.

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara
langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang
dan Jasa.

Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara / perusahaan.

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,
imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga
berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

PASAL 7
PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

PT Barata Indonesia (Persero) mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan
perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil,

Dalam pelaksanaan monitoring Produk Dalam Negeri dibentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) yang terdiri dari :

Ketua : General Manajer Biro Manajemen Supply Chain
Sekretaris : Senior Manajer Operasi Divisi Terkait.
Anggota : 1. Pimpinan Proyek / Pabrik.

2. Senior Manajer Perencanaan Biro Manajemen Supply Chain.

Dalam menetapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Tim yang ditunjuk bisa bekerja sama
dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dan keahlian di bidangnya.

PASAL 8
PREFERENSI HARGA

Preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

Preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam
negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).

Preferensi harga didukung dengan dokumen sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN yang
diterbitkan oleh kementerian perindustrian.

Dalam menunjang peraihan order baru, maka Biro Manajemen Supply Chain bertanggung jawab dalam
memberikan informasi harga barang dan jasa yang akan digunakan dalam penyusunan Proposal
Penawaran Harga.

PASAL9
PELAKSANAAN SOURCING DAN ASESMEN

Seluruh Penyedia Barang dan Jasa di PT Barata Indonesia (Persero) harus terdaftar dalam Daftar
Rekanan.



Lampiran 1

Peraturan Direksi PT, Barata Indonesia {Persero)
Nomor : K 20 029

Tanggal : 27 Januari 2020

Pelaksanaan Sourcing dapat dilakukan oleh Biro Manajemen Supply Chain dan Divisi / Pabrik / Proyek
Terkait.

Seluruh Hasil Sourcing yang dilakukan oleh Divisi / Pabrik / Proyek Terkait harus disampaikan kepada
Biro Manajemen Supply Chain untuk pelaksanaan asesmen sebelum masuk dalam Daftar Rekanan.

Pelaksanaan asesmen dilakukan oleh Tim Asesmen yaitu :

Ketua : General Manajer Biro Manajemen Supply Chain
Sekretaris : Senior Manajer Perencanaan Biro Manajemen Supply Chain
Anggota : 1. Senior Manajer Pembelian Biro Manajemen Supply Chain.

2. General Manajer Biro QSHE dan/atau Senior Manajer QSHE Divisi terkait.
3. Senior Manajer Biro Enjinering dan/atau Manajer Teknik Pabrik Terkait.

Tugas dan wewenang tim Asesmen adalah

a. Melakukan kegiatan asesmen sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Melaporkan kegiatan asesmen kepada Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.
€. Memasukkan hasil asesmen untuk ditetapkan Direksi

Asesmen meliputi kegiatan registrasi, klasifikasi, dan kualifikasi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Registrasi adalah pencatatan dan pendaftaran data-data perusahaan atau badan usaha,

b. Klasifikasi adalah penggolongan perusahaan menurut bidang, sub-bidang dan lingkup pekerjaan.

c. Kualifikasi adalah penilaian serta penggolongan perusahaan atau badan usaha menurut tingkat
kemampuan dasarnya pada masing-masing bidang, sub-bidang dan lingkup pekerjaan berdasarkan
survei yang dilaksanakan oleh pihak berwenang.

BABII
PELAKSANAAN PENGADAAN DAN JASA

PASAL 10
CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan PT Barata Indonesia (Persero) serta
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan praktik yang berlaku
umum (best practice).

Cara Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada
Pemilihan atau Penunjukan.

a. Tender Umum / Seleksi Umum.

b. Tender Terbatas / Seleksi Terbatas.

c. Penunjukan Langsung.

d. Pengadaan Langsung.

Cara pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan menggunakan sarana elektronik.

PASAL 11
TENDER UMUM / SELEKSI UMUM

Tender / Seleksi Umum adalah pelelangan yang diumumkan secara luas melalui media massa guna
memberikan kesempatan kepada calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk
mengikuti pelelangan. Tender / Seleksi Umum dilakukan kepada Pengadaan Barang dan Jasa dengan
nilai (bruto) di atas Rp 100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah).

Tahapan Tender Umum / Seleksi Umum adalah sebagai berikut :
a. Pengumuman lelang.
b. Pendaftaran calon peserta lelang.
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Undangan kepada peserta lelang.

. Penjelasan / Aanwijzing.

Penyampaian dokumen penawaran.
Pembuktian, Klarifikasi dan Negosiasi harga.
Evaluasi dokumen penawaran.

- Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa.
Sanggahan (apabila ada).

PO (apabila dibutuhkan)

Penandatanganan Kontrak.

Penerimaan Barang dan Jasa.

Tl o oaon
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PASAL 12
TENDER TERBATAS / SELEKS| TERBATAS

1. Tender Terbatas / Seleksi Terbatas adalah pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditawarkan
kepada Penyedia Barang dan Jasa yang terdaftar Daftar Rekanan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) calon Penyedia Barang dan Jasa yang telah masuk ke dalam Daftar
Rekanan untuk Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai (bruto) diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) s/d Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);

b. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon Penyedia Barang dan Jasa yang telah masuk ke dalam Daftar
Rekanan untuk Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai (bruto) diatas Rp. 25.000.000.000,- (dua
puluh lima miliar rupiah) s/d Rp 100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah).

2. Tahapan Tender Terbatas / Seleksi Terbatas adalah sebagai berikut :

Undangan atau permintaan penawaran kepada calon Penyedia Barang dan Jasa.
Pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen (apabila diperlukan).
Penjelasan / Aanwijzing (apabila diperlukan sesuai dengan kondisi / kualifikasi barang dan jasa).
Penyampaian dokumen penawaran.

Pembuktian, Kiarifikasi, dan Negosiasi harga.

Evaluasi dokumen penawaran.

Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa.

Sanggahan (apabila ada).

Penandatanganan Kontrak PO.

Penerimaan Barang dan Jasa

Fh oo ap oo
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PASAL 13
PENUNJUKAN LANGSUNG

1. Pengadaan Barang dan Jasa melaluj penunjukan langsung dilakukan dengan menetapkan 1 (satu)
Penyedia Barang dan Jasa yang telah masuk ke dalam Daftar Rekanan atau melalui beauty contest.

2. Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi minimal
salah satu dari persyaratan sebagai berikut :

a. Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda
keberadaannya (business critical asset).

b. Hanya terdapat satu Penyedia Barang dan Jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai
kebutuhan pengguna (user requirement) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.

c. Barang dan Jasa yang bersifat knowledge intensive di mana untuk menggunakan dan memelihara
produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan Jasa.
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d. Bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan Tender / Seleksi Umum atau
Tender Terbatas / Seleksi Terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan tidak ada pihak yang memenuhi
kriteria atau tidak ada pihak yang mengukuti tender / seleksi,

e. Barang dan Jasa yang dimiliki oleh produsen langsung dan/atau pemegang Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (warranty) dari Original Equipment Manufacture
(OEM).

f. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan.

g. Barang dan Jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat order) sepanjang harga yang
ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa.

h. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (force majeure).

i. Barang dan Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat
dipecah-pecah dari perkerjaan vang sudah dilaksanakan sebelumnya.

|- Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN, Eks. BUMN, Anak Perusahaan, atau Perusahaan Terafiliasi
BUMN sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang dan Jasa
yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang
dan Jasa bersangkutan.

k. Pengadaan Barang dan Jasa yang spesifik dalam jumlah dan nilaj tertentu yang ditetapkan Direksi
dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris,

l. Konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat
pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

m. Tercantum pada dokumen persyaratan dari Pelanggan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PASAL 14
PENGADAAN LANGSUNG

1. Pengadaan Langsung oleh Divisi/Project adalah pembelian terhadap Barang dan Jasa yang terdapat di
pasar, dengan nilai (bruto) berdasarkan harga pasar sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) yang dilengkapi dengan evaluasi.

2. Pengadaan langsung oleh pelaksana Pengadaan adalah pembelian terhadap Barang dan Jasa yang
terdapat di pasar, dengan nilai (bruto) berdasarkan harga pasar sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima
puluh juta rupiah).

3. Proses Pengadaan Langsung secara tunai namun tetap diinput sebagai Purchase Order (PO) dalam
sistem SAP dengan bukti legal berupa bon / kwitansi.

4. Lembaga Terkait yang melakukan pembelian langsung wajib menyampaikan Nota Dinas kepada Biro
Manajemen Supply Chain yang berisi informasi rincian barang dan jasa beserta harga masing-masing
(per item) dan bukti pembelian (berupa bon / kwitansi) sebagai dasar pembuatan PO yang akan
digunakan untuk pertanggungjawaban kepada Biro Keuangan dan Akuntansi.

PASAL 15
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di atas diangkat serta diberikan tugas dan wewenang sesuai
Lampiran 2 Surat Keputusan ini.

2. Pejabat Perencana dan Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa wajib menandatangani Pakta Integritas
(Letter of Undertaking) untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dinyatakan sah, apabila telah mendapat persetujuan sesuai
dengan wewenang yang telah ditetapkan.
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PASAL 16
PENGADAAN BARANG DAN JASA JANGKA PANJANG

1. Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang dapat dilakukan antara lain untuk :
a. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun
Anggaran.
b. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1
(satu) Tahun Anggaran.
c. Pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang.
. Pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun.
e. Dalam proses pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang dikeluarkan Kontrak Payung sebagai
kelengkapan administrasi Pengadaan Barang dan jasa.

[« R

2. Untuk pengadaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan Direksi dapat membuat
formula penyesuaian harga tertentu (price adjustment) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang
disesuaikan dengan kondisi pasar dan best practice yang berlaku,

3. Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) dan kerjasama yang
berdurasi minimal 5 (lima) Tahun untuk harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

PASAL 17
PENGADAAN MATERIAL BUFFERSTOCK

1. Pejabat Perencana Pengadaan harus segera melakukan pengadaan terhadap material yang
persediaannya telah mencapai kurang dari bufferstock tanpa harus adanya permintaan dari Lembaga
Terkait.

2. Daftar material bufferstock tercantum dalam dokumen terpisah dari kebijakan ini menyesuaikan
kebutuhan Perusahaan dan wajib dilakukan evaluasi minimal enam (6) Bulan Sekali.

3. Proses pengadaan material bufferstock mengikuti proses Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan ini.

PASAL 18
EVALUASI PENAWARAN

1. Evaluasi penawaran dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa sesuai batas
wewenangnya, antara lain :

a. Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai (netto) di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah), untuk keperiuan operasional produksi berpedoman pada Beban Pokok Produksi (BPP)
dan/atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau Rencana Kerja dan Biaya Lapangan (RKBL) yang
telah ditetapkan,

b. Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk keperluan kegiatan Investasi berpedoman pada Harga
Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) yang telah ditetapkan. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang
tidak ada anggaran dan/atau melampaui anggaran yang telah ditetapkan, Pimpinan Tertinggi
Lembaga (Divisi &/or Biro) Terkait harus mengajukan dan mendapatkan persetujuan Direksi.

2. Evaluasi Penawaran dilakukan sesuai dengan wewenang pada lampiran 2.

3. Format Evaluasi Penawaran dapat dilihat pada lampiran 6.

4. Berita Acara Evaluasi Penawaran disampaikan oleh pejabat pelaksana pengadaan untuk menyetujui
penetapan pemenang kepada:
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a. General Manajer Biro Manajemen Supply Chain apabila nilai pengadaan sampai dengan Rp
10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

b. Direktur Keuangan dan SDM atau Direktur Terkait apabila nilai pengadaan Rp 10.000.000.000,-
(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);

c. Direktur Utama apabila nilai pengadaan di atas Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

PASAL 19
PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (OWNER ESTIMATE) UNTUK KEPERLUAN INVESTASI

1. Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) memuat perkiraan biaya yang terdiri dari volume dan harga
satuan yang digunakan untuk setiap transaksi Pengadaan Barang dan Jasa untuk keperluan investasi.

2. Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) disusun oleh Tim yang ditunjuk Direksi.

3. Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) harus disetujui / ditetapkan oleh Direksi.

PASAL 20
BPP, RAB, DAN RKBL

1. Beban Pokok Produksi (BPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta Rencana Kerja dan Biaya Lapangan
(RKBL) disusun oleh Proyek / Pabrik Terkait di Bagian Perencanaan dan Pengendalian Produksi (PPP)
berdasarkan pekerjaan (order) vang akan dilaksanakan.

2. Beban Pokok Produksi (BPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta Rencana Kerja dan Biaya Lapangan
(RKBL) disetujui / ditetapkan oleh Pimpinan Tertinggi Lembaga Terkait.

PASAL 21
SANGGAHAN

1. Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment) dalam setiap
Pengadaan Barang dan Jasa, maka sanggahan diatur sesuai tata cara dan prosedur dalam ketentuan
internal di mana Sanggahan hanya berlaku untuk proses tender/ seleksi umum atau tender terbatas/
seleksi terbatas.

2. Sanggahan dilakukan oleh Penyedia Barang dan Jasa maksimal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender
seteiah pengumuman pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani, mana yang lebih dahulu.

3. PT Barata Indonesia (Persero) menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut maksimal 7 (tujuh)
hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.

4. Penanganan sanggahan dapat melibatkan pihak Internal yang terkait langsung dengan proses
Pengadaan Barang dan jasa yang bersangkutan.

5. Sanggahan dapat dilakukan dengan mensyaratkan penyetoran uang jaminan sanggahan oleh pihak yang
melakukan sanggahan dengan nilai yang ditetapkan dalam Dokumen Tender, termasuk mensyaratkan
adanya pembuktian dari pihak vang menyanggah. Uang jaminan sanggahan dikembalikan kepada
penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak PT Barata Indonesia
(Persero) apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum,

PASAL 22
DOKUMEN TRANSAKS!I PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Dokumen transaksi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas :
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a. Melalui Pengadaan Langsung adalah bukti pembelian (pembayaran) / kwitansi.
b. Melalui Tender Umum / Seleksi Umum, Tender Terbatas / Seleksi Terbatas , dan Penunjukan
Langsung adalah Kontrak / Purchase Order (PO).

2. Kewenangan penandatangan Kontrak PO sesuai dengan Lampiran 4 Surat Keputusan ini.

3. Bukti penerimaan / penyerahan Barang dan Jasa terdiri atas :

a. Untuk bukti penerimaan barang adalah Surat Jalan atau dokumen tanda terima lainnya yang
ditandatangani oleh petugas yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Tertinggi Lembaga Terkait dan
telah dilakukan pengecekan kebenaran kuantitas dan kualitasnya.

b. Untuk bukti penyerahan jasa adalah Berita Acara Serah Terima, baik secara bertahap atau sekaligus,
yang menggambarkan perkembangan atau penyelesaian suatu pekerjaan yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang.

c. Seluruh bukti penerimaan barang dan bukti penyerahan jasa didistribusikan kepada Biro Manajemen
Supply Chain sebagai dasar untuk melakukan evaluasi Penyedia Barang dan Jasa dan kelengkapan
dokumen tagihan.

PASAL 23
MATERI KONTRAK PO

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dituangkan dalam perjanjian antara PT Barata Indonesia
(Persero) dan Penyedia Barang dan Jasa berupa Kontrak Purchase Order yang mengatur secara jelas
mengenai hak dan kewajiban para pihak.

2. Kontrak atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengindahkan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)
serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (business judgment rule).

3. Kontrak dilakukan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya aspek-aspek sebagai berikut:
a. ldentitas yang meliputi nama, jabatan, alamat badan usaha masing-masing, dan ditandatangani oleh
pihak yang bersangkutan.
b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan, dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang dan
Jjasa yang diperjanjika.
Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian.
Nilai atau harga perkerjaan, serta syarat-syarat pembayaran.
- Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci.
Keluaran atau hasil (output) dari pengadaan barang dan jasa.
Jadwal pelaksanaan dan kondisi serah terima.
laminan teknis / hasil perkerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelayakan
(apabila diperlukan).
Cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya.
Pemutusan kontrak secara sepihak.
Keadaan memaksa (force majeure).
Penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan alternatif
penyelesaian sengketa.
m. Jangka waktu berlakunya kontrak.
n. Pakta Integritas (letter of undertaking) yang ditandatangani oleh Penyedia Barang dan Jasa.
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4. Materi PO dapat menggunakan materi Kontrak yang dimaksud dalam ayat (3) dengan memperhatikan
kondisi Pengadaan Barang dan Jasa dimaksud.
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PASAL 24
JAMINAN

1. Jaminan Penawaran diterbitkan oleh calon Penyedia Barang dan Jasa dengan batasan nilai minimal
untuk penawaran di atas Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dengan besaran 1% (satu
persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai penawaran dan berlaku selama 14 (empat belas) hari.

2. Untuk Jaminan Penawaran (Bid Bond) dikecualikan kepada BUMN, anak perusahaan BUMN dan
Perusahaan terafiliasi BUMN.

3. Penyedia Barang dan Jasa sedapat-dapatnya tidak diberikan uang muka, dan jika uang muka harus
diberikan maka Penyedia Barang dan Jasa wajib menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka yang
diterbitkan oleh Bank Umum atau / Lembaga Keuangan sebesar uang muka yang diberikan kepada
penyedia Barang dan Jasa.

4. Pada Penyedia Barang dan Jasa dimana Kontrak Induk antara PT Barata Indonesia (Persero) dengan
Pemilik Pekerjaan mempersyaratkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan / Retensi, maka
Penyedia Barang dan Jasa tersebut wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan
/ Retensi yang diterbitkan oleh Bank Umum / Lembaga Keuangan lainnya yang disetujui Pemilik
Pekerjaan, yang besar persentasenya sesuai ketetapan dalam Kontrak Induk.

5. Diluar ketentuan tersebut, Biro MSC akan menetapkan persyaratan lainnya dengan persetujuan Direksi.

PASAL 25
SERTIFIKAT GARANSI

1. Dalam Pengadaan Barang Produksi dan/atau Investasi, Penyedia Barang wajib menyerahkan Sertifikat
Garansi sesuai permintaan di dalam Kontrak.

2. Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak dan diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang.

3. Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

BAB I
LAIN-LAIN

PASAL 26
EVALUASI DAN PEMBINAAN KINERJA PENYEDIA BARANG DAN JASA

1. Tindak lanjut evaluasi kinerja Penyedia Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan hasil penilaian kinerja

Penyedia Barang dan Jasa dengan tata cara sebagai berikut :

a. Surat Teguran dilakukan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memiliki rata-rata nilai kinerja 60%
ke bawah.

b. Pembinaan dilakukan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memiliki rata-rata nilai kinerja antara
60% s/d 80%.

c. Jika penilaian kinerja Penyedia Barang dan Jasa di atas 80% maka akan dicatat sebagai Penyedia
Barang dan Jasa yang memiliki histori kinerja vang baik.

2. Pelaksanaan Evaluasi & Pembinaan Penyedia Barang dan Jasa dilakukan oleh Tim Evaluasi Yaitu:

Ketua : General Manajer Biro Manajemen Supply Chain.
Sekretaris - Senior Manajer Perencanaan Biro Manajemen Supply Chain.
Anggota : 1. Senior Manajer Pengendalian Biro Manajemen Supply Chain.
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2. Senior Manajer QSHE Divisi Terkait / Senior Manajer Penjaminan Mutu dan Senior
Manajer K3LH.
3. Senior Manajer Divisi Terkait. (Sesuai Kebutuhan)

3. Hasil pelaksanaan evaluasi dan Pembinaan pemasok dilaporkan kepada Direktur Pembina sebagai bahan
evaluasi dan persetujuan.

4. Seluruh hasil evaluasi Penyedia Barang dan Jasa beserta update Daftar Rekanan (DR) wajib dilaporkan
secara transparansi ke seluruh Lembaga untuk mendukung proses bisnis yang sehat.

PASAL 27
SANKSI

1. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan
penyedia barang dan jasa adalah :
a. Penyampaian Dokumen Palsu atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang

ditentukan dalam dokumen pemilihan.

b. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
¢. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia.
d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima.

2. Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah dinyatakan menang dan menerima dokumen
penujukan pemenang yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan yang mengundurkan
diri sebelum dan/atau setelah penandatanganan kontrak.

3. Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang dan Jasa yang dikenakan sanksi adalah :

a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban
dalam masa pemeliharaan;
Menyebabkan kegagalan pekerjaan;
Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
Menyerahkan barang dan jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit;
. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

mepoog

4. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dikenakan :
a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;

Sanksi pencairan jaminan;

Sanksi ganti kerugian;

Sanksi denda;

Sanksi Daftar Hitam/Blacklist;

mao o

5. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ;

a. Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf ¢ dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi
pencairan jaminan penawaran, dan Daftar Hitam selama 2 (dua) Tahun;

b. Ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi Daftar Hitam selama 1
(satu) Tahun;

c. Ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu)
Tahun;

d. Ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan
masa pemeliharaan, dan Daftar Hitam selama 1 (satu) Tahun;

e. Ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan; atau

f. Ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.
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6. Pencantuman Penyedia Barang dan Jasa ke dalam blacklist harus disertai dengan alasan yang cukup dan
dapat diakses oleh BUMN-BUMN lain dalam website Kementerian BUMN.

PASAL 28
REKAM JEJAK (TRACK RECORD)

1. PT Barata Indonesia (Persero) wajib mendokumentasikan seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang dan
lasa.

2. Biro Manajemen Supply Chain wajib membuat daftar rekam jejak Penyedia Barang dan Jasa, sehingga :

a. Pengadaan Barang dan lJasa, khususnya yang bersifat strategis dan/atau material dapat
menggunakan daftar tersebut untuk memprioritaskan Penyedia Barang dan Jasa yang telah memiliki
rekam jejak (track record) yang teruiji.

b. Petugas Pengadaan Barang dan/atau Jasa wajib mengirimkan daftar Penyedia Barang dan Jasa yang
masuk ke dalam daftar hitam (blacklist).

¢. Kinerja Penyedia Barang dan Jasa dapat dipantau sesuai aspek evaluasi Penyedia Barang dan Jasa
vang ditetapkan.

3. PT Barata Indonesia (Persero) dapat memanfaatkan daftar vang ada dari BUMN lain, Instansi
Pemerintah, dan/atau daftar terpublikasi lainnya atau untuk memanfaatkan data rekam jejak penyedia
dan/atau menghindari penggunaan Penyedia Barang dan Jasa yang masuk ke dalam blacklist.

PASAL 29
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam PO Kontrak dapat diatur tentang denda keterlambatan dengan tidak melampaui besarnya
Jlaminan Pelaksanaan.

2. Ketentuan mengenai dokumen Pengadaan Barang dan Jasa diatur sebagaimana Lampiran 5 Surat
Keputusan ini.

3. Apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini tetapi memberikan keuntungan kepada
Perusahaan, maka pejabat yang berwenang bisa mengambil langkah-langkah dalam proses Pengadaan
Barang dan Jasa.

PASAL 30
PENUTUP

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik.
Pada tanggal 27 Januari 2020

(\pm Ksi

.
=
f(——-—-’-,

F. HARRY SAMPURNO
Direktur Utama
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Lampiran 2

Peraturan Direksi PT, Barata Indonesia (Persero)
Nomor : K 20 029

Tanggal : 27 Januari 2020

ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Pengguna Barang dan Jasa

a.

Pengguna Barang dan Jasa bertanggung jawab sebagai pihak yang membutuhkan dan
menggunakan Barang dan Jasa, menetapkan spesifikasi atau Kerangka Acuan Kerja (KAK]) dan
Purchase Regquisition yang jelas, memastikan volume kebutuhan dan mengawasi
pelaksanaan pekerjaan serta Manajemen Perjanjian/Kontrak
Pengguna Barang dan Jasa terdiri dari

@ General Manager Divisi Operasional Perusahaan dan/atau

o Sekretaris Perusahaan/Kepala SPI/ General Manajer Biro.
Pengguna Barang dan Jasa dibantu oleh wakil pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan
pejabat sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pengguna Barang dan Jasa dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Struktural
dibawahnya sebagai Pengguna Barang dan Jasa dengan catatan pelimpahan tersebut
terdapat pada dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan atas sepengetahuan Pengguna
Barang dan Jasa.
Tugas Pokok Pengguna Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

@ Menentukan dan memastikan Volume Kebutuhan barang dan jasa
Memastikan ketersediaan anggaran
Memastikan Spesifikasi sesuai dengan Kebutuhan
Memastikan Kualitas sesuai dengan kebutuhan
Mendukung BMSC untuk Update dan evaluasi Daftar Rekanan
Memberikan Usulan Pemenang Penyedia Barang dan Jasa
Membantu Pejabat Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa untuk kesesuaian
aspek QCDS (Quality, Cost, Delivery dan Services) terhadap kesepakatan yang telah
disepakati dalam PO dengan pihak penyedia barang dan Jasa
0 Menetapkan dan Mengesahkan :

*= Dokumen Rencana Pengadaan (iika ada)
® Purchase Requisition (PR)

O 0 0 0

Q 0

2. Lembaga Pendukung Pengadaan Barang dan lasa

a.

Lembaga Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa membantu dan bertanggung jawab untuk
memberikan informasi dan data vang diperiukan selama tahap Perencanaan Pengadaan,
Tahap Proses Pengadaan dan Tahap Operasional.
Lembaga Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa yang dimaksud beserta Tugas Pokok dan
tanggungjawab nya adalah :
o Biro Keuangan & Akuntansi dan/atau bagian yang memiliki fungsi Pengelolaan
Keuangan
®* Menentukan metode Pembayaran / Term Of Payment (TOP) yang digunakan
® Memastikan Fasilitas Pendanaan & Ketersediaan pendanaan.
® Melakukan Payment Analysis
* Memastikan terhadap Jaminan-jaminan vyang akan diterbitkan oleh
Penyedia Barang dan Jasa
©  Biro Hukum dan/atau bagian yang memiliki fungsi dalam pengelolaan Risiko (khusus
untuk Investasi)
®* Menetapkan format Kontrak/PO

#ﬁ%w ke



Lampiran 2

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero)
Nomeor : K 20 029

Tanggal : 27 Januari 2020

®* Memberikan pendampingan apabila ada permintaan dari Pelaksana

Penyedia Barang dan Jasa atau terjadi sengketa dengan Penyedia Barang dan
Jasa

©  Biro Sistem Manajemen, Risiko & Informasi dan/atau bagian yang memiliki fungsi
dalam pengelolaan Risiko (khusus untuk Investasi)
= Menentukan identifikasi Risiko dalam pelaksanaan Investasi
* Melakukan Mitigasi risiko untuk mengurangi aspek-aspek risiko dalam
pelaksanaan Investasi

3. Pejabat Perencana Pengadaan Barang dan Jasa
a. Fungsi Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan Biro Manajemen Supply Chain
didukung oleh Pengguna Barang dan Jasa

b. Tugas Pokok Pejabhat Perencana Pengadaan Barang dan Jasa:
© Menyusun, Menetapkan dan mengelola Daftar Rekanan
o Menyusun dan Mengelola Dokumen Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
o Bekerjasama dengan Pengguna Barang dan Jasa dalam melakukan evaluasi kinerja

Penyedia Barang dan jasa untuk pemutakhiran Daftar Rekanan

4. Pejabat Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa
a. Fungsi Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan Biro Manajemen Supply Chain
didukung oleh Pengguna Barang dan Jasa
b. Tugas Pokok Pejabat Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa:

o Memonitor dan Memastikan terhadap kesesuaian aspek QCDS (Quality, Cost,
Delivery dan Services) terhadap kesepakatan yang telah disepakati dalam PO dengan
pihak penyedia barang dan Jasa

© Bekerjasama terhadap proses evaluasi kinerja dan pembinaan terhadap Penyedia
Barang dan Jasa.

o Bekerjasama dengan Pengguna/Penyedia Barang dan Jasa terhadap pengiriman
material ke lokasi yang telah disepakati.

5. Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa
a. Fungsi Pelaksanaan Pengadaan dilaksanakan oleh Biro Manajemen Supply Chain didukung
oleh Lembaga terkait.
b. Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melakukan tahap Pengadaan jika telah memenuhi
sebagai berikut :
o Purchase Requisition (PR} telah dirilis oleh Pengguna Barang dan Jasa
© Penyedia Barang dan Jasa telah terdaftar pada Daftar rekanan oleh Pejabat
Perencana Pengadaan
€. Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Pengadaan :
o Melakukan proses pengumuman/undangan kepada Calon Penyedia Barang dan Jasa
o Pemilihan Calon Penyedia Barang dan Jasa sesuai Daftar Rekanan yang tersedia
o Melakukan Negosiasi untuk pengadaan Barang dan Jasa
o Memastikan Spesifikasi sesuai dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa
o Melakukan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran
o Memberikan persetujuan terhadap lembar evaluasi penawaran
o Memberikan persetujuan terhadap PO / Kontrak
o Melaporkan hasil proses pengadaan Barang dan Jasa kepada Direksi

=N b r



Lampiran 2

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero)
Nomor : K 20 029

Tanggal : 27 Januari 2020

©  Menetapkan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan kewenangan.

¢ Mengusulkan Calon Pemenang (Penvedia Barang dan jasa) dengan
mempertimbangkan dari Pengguna Barang dan Jasa kepada Direksi untuk nilai sesuai
dengan ketentuan pada Lampiran 1

© Menjawab Sanggahan dari Calon Penyedia Barang dan Jasa

o Mengumumkan Pemenang

O Menyiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa

o Menyiapkan Perjanjian atau Kontrak atau PO

© Mendokumentasikan proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan tertib.

Di(étsi
= |

F. HA}IRY SAMPURNO
Dir'ektur Utama
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Lampiran 2

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Perserg)
Nomor : K 20 029

Tanggal : 27 Januari 2020

MILESTONE PROSES PENGADAAN
PT Barata Indonesia (Persero)

Pejabat Perencanaan Pengatlaan & Pejabat Pengendalian Pengadaan :9

Vendor Management 10
Perencanaan e e —

Produksi TAHAP PROSES PENGADAAN

Perencanaan
2 Pengadaan

3 Pemilihan Penyedia
4  Klarifikasi Teknis
5 Kilarifikasi Komersial
TAHAP PERENCANAAN Evaluasi ..u.mzn_m_‘ 2 TAHAP PENGENDALIAN OPERASIONAL
6
Penetapan Pemenang
7 Manajemen Kontrak
8 Pengendalian
9 Operasional

e ———

Pengguna dan Pejabat
Pelaksanaan Pengadaan (4)

e e——————

) _,m_.:umﬂ vn_a:um_zm.:ua:wwamm:

Pengauna dan BOD {6) i ———— =
——p Pejakat Palaksana P Pengadaan
Pejabat Pelaksanaan Pengadaan g Lembaga Pendukung Pengadaan(’)
Dan Lembaga Pendukung Pengadaan (5)

um.__ww_._:u _umzzm:mu:m: & _.v,ﬂv._mm ﬁnaa:r::a nn._.ﬁunwm: {889

Pengguna Pengadaan (1) Pen

S ————

Pejabat Perencanaan Pengadaan (2)

e e—————

Pejabat Pelaksanaan
Pengadaan (3)

F. HARRY SAMPURNO
Direktur Utama
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Lampiran 32

Peraturan Direksl PT. Barata Indonesia (Persera)
Nomor : K 20 029

Tanggal : 27 Januari 2020

FORMAT PAKTA INTEGRITAS UNTUK REKANAN
PT Barata Indonesia (Persero)

REKANAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama

Jabatan
Perusahaan
Alamat Perusahaan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Akan mentaati ketentuan yang tertuang dalam PO atau Kontrak.

2. Tidak akan melakukan persekongkolan / pengaturan / kerjasama diantara penyedia barang dan jasa lain dan/atau
pengguna barang dan jasa dan/atau pelaksana pengadaan, vang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak wajar / sehat.

3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telzh saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi
moral, sanksi administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat dibuatnya pernyataan, tanggal-bulan-tahun )
Jabatan

Materai 6.000
(ttd)

(Nama Terang)

ipeksi

l ~
F. HARRY SLMPURNO
Digek’cur Utama
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Lampiran 3b

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero)
Nemor : K 20 029

Tanggal : 27 lanuari 2020

FORMAT PAKTA INTEGRITAS
PT Barata Indonesia (Persero)

PEJABAT PT. Barata Indonesia (Persero)

_barataindonesia
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah inj :

Nama
labatan

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan : PT Barata Indonesia (Persero)
Alamat kedudukan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Saya melaksanakan untuk setiap pengadaan barang / jasa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar
dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan
kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atai tidak di bawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain.

2. Saya mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian
demi untuk kepentingan vang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai macam sumber informasi,
keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan
bagi kepentingan diri saya sendiri.

3. Dalam mengambil keputusan saya memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri
sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri saya, atau pihak yang terafiliasi dengan saya, dan dengan
demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan termasuk dengan seluruh pihak yang
terlibat dengan tindakan di atas.

4. 3aya melaksanakan proses untuk setiap pengadaan barang / jasa dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai
peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-
undangan, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dalam hal material apapun,
dan dengan demikian saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hai yang saya nyatakan di sini,
demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak
sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat dibuatnya pernyataan, tanggal-bulan-tahun )
Jabatan

Materai 6.000
{tzd)

(Nama Terang)

Dirgksi

e

F. HARRY SLMPURNO
Direktur Utama
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Lampiran 3c

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero)

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
PT Barata Indonesia (Persero)

Nomor : K 20 029
Tanggal : 27 Januari 2020

NO. TATA CARA PENGADAAN

NILAI PENGADAAN (Rp)

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

PERIODE PENANDATANGANAN

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa

- Perencana Pengadaan Barang dan Jasa - Setiap tahun
1. Pengadaan Langsung X <100 Juta - Pengguna Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa
- Penyedia Barang dan Jasa
- Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa
s Tender Terbatas / X > 100 Mil - Perencana Pengadaan Barang dan lasa - Setiap tahun
' Seleksi Terbatas = wyar - Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa - Setiap tahun
- Penyedia Barang dan Jasa N
- Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa
3 Tender Umum / X > 100 Mil - Perencana Pengadaan Barang dan Jasa - Setiap pengadaan
. Seleksi Umum fiyar - Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa - Setiap pengadaan
- Penyedia Barang dan lasa
- Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa
- Perencana Pengadaan Barang dan Jasa - Setiap pengadaan
4. Periunjukkan Langsung . - Pengguna Pengadaan Barang dan Jasa - Setiap pengadaan

Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa
Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa
Penyedia Barang dan Jasa

Foma Y 7
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Lampiran 4

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persera)

Nomor : K 20 029
Tanggal : 27 Januari 2020

KEWENANGAN DAN PENANDATANGANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PRODUKSI

PT Barata Indonesia (Persero)

PENANDATANGANAN DOKUMEN
KEWENANGAN PENGADAAN TRANSAKSI (PO / KONTRAK)
NO CARA NILAI PENGADAAN (Rp) |
) PENGADAAN P PERMINTAAN PENERIMAAN EVALUASI PERSETUJUAN
PENAWARAN EN RAN ENAWARAN PEMENANG |
PENATEA P PRODUKSI NON PRODUKSI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) - (7) B (8)
Pengadaan
Langsung (Divisi /
Proyek) Khusus ASAD0 b i i i )
1 Produksi GM Biro Manajemen Supply Chain
" | Pengadaan {sesuai Pasal 14 Ayat 4)
Langsung (Seluruh
Lembaga) Non hesbo ey i ) i i
Produlsi
(Divisi /
Proyek / 100 Juta <
bri <
- vﬂﬂ_”wm”ﬂ“m:m % 1t Pelaksana Pelaksana Pelaksana GM Biro
.\\ﬁwm_:ﬁcr Pengadaan Pengadaan Pengadaan Manajemen GM Biro Manajemen Supply Chain
Lembagd] 50 Juta < X Barang dan Jasa Barang dan Jasa | Barang danJasa Supply Chain
Tender Terbatas / Khialie zn.S Sl
2. ) Produksi
Seleksi Terbatas - )
Direktur
Pelaksana Pelaksana Pelaksana K n &
WOM<X<25M Pengadaan Pengadaan Pengadaan womhm\:wwmxm_.
Barang dan Jasa Barang dan Jasa | Barang dan Jasa Terkait GM Biro Manajemen Supply Chain
Pelaksana Pelaksana Pelaksana
>25M Pengadaan Pengadaan Pengadaan Direktur Utama
| Barang dan Jasa | Barang dan Jasa Barang dan Jasa

P g §




Larnpiran 4

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero)
Nomor : K 20029

Tanggal : 27 Januari 2020

KEWENANGAN PENGADAAN

PENANDATANGANAN DOKUMEN

TRANSAKSI (PO / KONTRAK)
NO EARA NILAI PENGADAAN (Rp)
’ PENGADAAN P PERMINTAAN PENERIMAAN EVALUASI PERSETUJUAN
PENAWARAN PENAWARAN | PENAWARAN PEMENANG
PRODUKSI NON PRODUKSI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(Divisi /
Proyek / 100 Juta <
Pabri i
abilk) _Asc.mcw Pelaksana Pelaksana Pelaksana Disskue
Produksi Keuangan & . : .
Pengadaan Pengadaan Pengadaan - . GM Biro Manajemen Supply Chain
etral Barang dan Jasa Ba dan Jasa | Barang dan Jas S0M / Direks:
Lembaga) 50 Juta < X € rang @ TS @ Terkait
b - ukk Khusus Non
g W._m”cm:h” an Produksi
B Pelaksana Direktur
Pelaksana Pelaksana Hationd O
I0M<X<25M Pengadaan Pengadaan sogaodl) i m. . GM Biro Manajemen Supply Chain
Barang dan Jasa SDM / Direksi
Barang dan Jasa Barang dan Jasa :
Terkait
Pelaksana Pelaksana Pelaksana
>25M Pengadaan Pengadaan Pengadaan Direktur Utama GM Biro Manajemen Supply Chain
Barang dan Jasa Barang dan Jasa | Barang dan Jasa
P — Pelaksana Pelaksana Pelaksana
4, >100 M Pengadaan Pengadaan Pengadaan Direktur Utama GM Biro Manajemen Supply Chain

Seleksi Umum

Barang dan Jasa

Barang dan Jasa

Barang dan Jasa

a2t U 7

—_

ifeksi
vﬂﬂW
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Lampiran 5

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persera)

DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PRODUKSI DAN NON PRODUKSI
PT Barata Indonesia (Persero)

Normor : K 20029
Tanggal : 27 Januari 2020

NILAI PENGADAAN (Rp)

|

NO. URAIAN r
X <10 Juta 10 Juta < X <100 Juta 100 Juta<X<s5M S5M<X<25M X>25M
(1) (2) {3) (4) (5) (6) (7
1 Permintaan Penawaran Lisan / Surat / Surat / Faximile / Surat / Faximile / Surat / Faximile / Surat / Faximile /
" | kepada Rekanan Faximile / E-Mail E-Mail E-Mail E-Mail E-Mail
-Surat / E-Mail, untuk | -Surat / E-Mail, untuk
-Surat / Faximile, Dalam Negeri Dalam Negeri
2. | PerswsrandaiiRekanan :mw,.: \ Surat / | mcm_ﬁ.\ Faximile / ::ﬂ.cw.cm_ms zmwmw: -Faximile \.m-_Sm_r -Faximile \. E-Mail,
Faximile / E-Mail E-Mail -Faximile / E-Mail, Surat Jaminan Pena- Surat Jaminan Pena-
untuk Luar Negeri waran (bila ada), waran (bila ada),
untuk Luar Negeri untuk Luar Negeri
3 Pembuktian, Klarifikasi dan Bt A Berita A ——
" | Negosiasi erita Acara erita Acara erita Acara
4. | Evaluasi Penawaran - - Berita Acara Berita Acara Berita Acara
Dokumen Transaksi
5. B i i
Penigadaan on Pembelian Bon Pembelian PO PO / Kontrak Kontrak Kontrak
, Bon Penyerahan / ; ' .
6 Persetujuan Penyerahan Bon Pembelian [ Bon Penyerahan / Surat Jalan / Berita Surat Jalan / Berita Surat Jalan / Berita
" | Barang dan Jasa Surat Jalan Acara Acara Acara
Surat Jalan
Surat Jaminan yang Surat Jaminan yang
7. | Jaminan Penawaran ) i . Diterbitkan Bank Diterbitkan Bank

Umum / Lembaga
Keuangan

Umum / Lembaga
Keuangan

BNV R




Lampiran 5

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persera)

Nomor : K 20029
Tanggal : 27 Januari 2020

NO.

{1

URAIAN

(2)

NILAI PENGADAAN (Rp)

H

X<10Juta
(3)

10 Juta < X < 100 Juta
{4)

100juta<X<s5M

5M<X<25M

X>25M

(5)

(6)

{7)

Jaminan Pelaksanaan

LI

Surat Jaminan yang
Diterbitkan Bank
Umum / Lembaga
Keuangan (untuk
Pengadaan yang

bersifat Progress
Payment)

Surat Jaminan yang
Diterbitkan Bank
Umum / Lembaga
Keuangan

Surat Jaminan yang
Diterbitkan Bank
Umum / Lembaga
Keuangan

F. HARRY SAMPURNO

Direktur Utama
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Lampiran 6a

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero)

DOKUMEN EVALUASI PENAWARAN
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PRODUKSI DAN NON PRODUKSI
dengan Nilai X < 10 Milyar

EVALUASI PENAWARAN

NI
TANGL AL

Nomor : K 20 029

Tanggal : 27 Januari 2020

Nilai Pengadasn < 10 Milyar

VRAZAN Qry

Purchase

Penyedia Barang dan Jasa

Reguaitian

KETERANGAN

(Judul Nama Material /Jasa)

e

Surat Penawaran

Ne: Dokumen Fanasacan
Targns Prawara
Validas Fanawaran

Detall Panawaran Harga
Argitekfue

Sual

takanikal § Eiestrial

o

-~

Techaical Reauiremant
5 [Izrm Of Payment
Dt

Ouraw Peaksanasn
mecmem

o~

7 |TEDN

8 |faminen

3 |Masn Pemetitaraan
Riwayar Kerjazsma

i3 perraEh et cals-rata rnad
Evauay Krans setolunnys

11 Dt

CATATAN -
Hargs yang disepenal adalah harga Negosiasl
D paudhan pemenang sdaiak

PT. xzxzes
Katwranga

DIEVAL!

UAST

HMBETUIU

Man Biro Manajemen Supely Chain

Perencans Barang & Jasa

Pembelian Barang & Jasa

Pengendalian Barang & Jasa
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=

(\Jl KS!

=

E. HA

v

RY SAMPU RNO

Diréktur Utama




Lampiran 6b

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero)
Nomor : K 20 029

Tanggal : 27 Januari 2020

DOKUMEN EVALUASI PENAWARAN
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PRODUKSI DAN NON PRODUKSI
dengan Nilai 10 Milyar < X <25 Milyar

_haratamdonesia

EVALUASI PENAWARAN

NOMOR B
FANGGAL 2 Nilal Pengadasn 10< x £ 25 Milyar

Penyedia dan J
NO URATAN ary R’:‘:::,‘;‘ PN Javs KETERANGAN

{Judul Nam e Material /Jzsa)

Surst Perawaran

No Dokumen Penawamn
Targow Pec.swsan
Valicas: Penawamn

(Y

3 |Detsil Penawsran Harga
Arsitokiue

f ]

Mekanial & Bleemia

ob

Technual Requirement

T Paymeni

-

Surni Pelaboranasn
Itorsues

T [TKDN
& [Jaminan
g erselfhar

10 [Riwayst Keriasama
Joca pemigh ncd rela-cacs nix
| Evabusts Knetia swhatuniva

11 |Dit

CATATAN WJJW

Harga yang dsapakat sdatah hargs Negosias) DISETUJW Petencana Barang & Jasa | Pembelian Barang & Jasa Pengendalizn Sarang & Jasa

D usuikan pemenang sdalak
PT. sxxxmax
Katerangar

Cirektur Keuangan & SOM / Direkiur
Tockait

F. HA#RY QL‘;MPURNO
Direktur Utama
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Lampiran 6¢

Peraturan Direksi PT. Barata Indonesia (Persera)

Nemor : K 20 029

Tanggal : 27 Januari 2020

DOKUMEN EVALUASI PENAWARAN
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PRODUKSI DAN NON PRODUKSI

baratandonesia

dengan Nilai X > 25 Milyar

NN
LANGAG AL

EVALUAS] PENAWARAN

Nitai Pengadaan » 35 Minar

NC VRBATAN QTy

Purchase
Rogquisition

Pernyedia Barang dan Jasa

KETERANGAN

(Judul Nama Matarial (Jxss)

[ -

Surat Petiawaran

e Dokumen Penawaran
Targya Fanawaran
Wabdaw Fangwaan

Dotail Panswaran Harga
Arsteiur

Sagr

Mekanikat & Eiokirih

o

-

s

Technical Requiremant
5 Of Pay

6 [Deivery

Duras Pefaksonssn
InContem

T |TKDN

& |darunan

Pemefiharaan
10 |Riwayat Kerjasama
Jiha pernah nput rats-cxa rda

Evaiuas Kinena satwiumnys

" Dl

[CATATAN
Harga yang caspakat adalah harga Negosiast
[N usedian perrimrang adaian

PT. xuxxax
Ketzrangan

DisETUIU

Direktur Utama

GIEVALUAST

Petencana Bacang & Jasa

Pembslisn Barang & Jasa

Pengendatian Barang & Jasa

Fosa 3 f | A

-

r\D REKSI

F. HARRY SAMPURNO

Direktur Utama



